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BABI

PENDAHULUAN

1.1LatarBelakangMasalah

Program otonomi desa merupakan kebijakan yang diambil oleh

pemerintahuntuklebihmengoptimalkanpotensilokalyangdimilikioleh

setiap desa sehingga bisa memaksimalkan pendapatan desa dalam

rangka meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan

masyarakat.Dibutuhkan suatu lembaga yang dapatmembantu tugas

pemerintahdesadalam mengelolapotensiyangdimilikiolehdesasecara

maksimal.

MendirikanBadanUsahaMilikDesa(BUMDes)untukmengelolah

potensiyang dimilikioleh desa sepertiindustriberbasis masyarakat,

pertanian,perkebunan,perdagangan,pariwisata,danlain-lain.BadanUsaha

Milik Desa(BUMDes)adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh

masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat

perekonomian desadan dibentukberdasarkan kebutuhan dan potensi

desa.BUMDessebagaisalahsatulembagaekonomiyangberoperasidi

pedesaan harusmemilikiperbedaan dengan lembaga ekonomipada

umumnya.Halinidimaksudkan agarkeberadaan dan kinerja BUMDes

mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat

pendapatan asli desa dan juga peningkatan kesejahteraan warga

desa.Selain itu,tujuan didirikannya BUMDes juga sebagaipenopang

perekonomian desa yang berfungsisebagailembaga sosialsekaligus
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sebagailembagakomersialyangmengedepankankepentinganrakyat.

MenurutUndang-UndangNo.6Tahun2014Pasal89hurufbhasil

usahaBUMDesdimanfaatkanuntukpembangunandesa,pemberdayaan

masyarakatdesa dan pemberian bantuan untuk masyarakatmiskin

melalauihibah,bantuansosial,dankegiatandanaberguliryangditetapkan

dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).BUMDes

memilikiperan sebagaimicrofinanceatau bisa disebutsebagaimotor

penggerakekonomidesadalam rangkapercepatanpembangunandesa

dan peningkatan perekonomian masyarakatdesa.Pembangunan desa

memilikiartiyang sangatpentingbagipembangunannasionalkarena

dengan menempatkan desa sebagaisasaran pembangunan berarti

pemerintahseriusdalam mengurangiberbagaikesenjanganyangterjadi

masyarakat,sepertikesenjanganpendapatan,kesenjanganantarakaya

danmiskinataupunkesenjanganantarawilayahkotadandesa.

Meskipun setiap desa memilikiAlokasiDana Desa (ADD)yang

bersumberdariAnggaranPendapatandanBelanjaNegara(APBN)setiap

tahun,namunpemerintahdesajugatetapmembutuhkanlembagayang

dapatmengurus potensidan kekayaan yang dimilikioleh desa demi

terjaganyakeseimbangankaspembangunandesa.Makadariitupenting

bagisebuahdesauntukmemilikiBUMDessebagailembagayangdapat

mengeloloa potensidesa secara maksimaldalam rangka memenuhi

kebutuhan desa dengan kemampuan yang dimikinya.BUMDessebagai

tumpuan terdepan dalam pembangunan desa yang mempunyaidasar
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pembentukanpartisipatifdanemansipatifdarimasyarakatdesasecara

penuh(CayadanRahayu,2019:2).

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasidalam situsresminyawww.mempan.go.idmenyatakanselama

limatahunbelakanganpemerintahtelahmengalokasikananggaranbagi

program danadesayang mencapaiRp329,8 triliun.Padatahun 2020

anggarandanadesaditetapkansebesarRp72triliundarisebelumnyaRp

70triliunpadatahun2019.Presidenmemastikanbahwaalokasianggaran

tersebut akan semakin ditingkatkan demi kesejahteraan dan

pengembangan ekonomidesa.Sesuaidengan amanatPresiden Joko

Widodosaatmemimpinrapatterbatasmengenaipenyalurandanadesa

untuktahun2020diKantorPresiden,"penggunaandanadesaharusmulai

diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif mulai dari

pengolahanpascapanen,industri-industrikecildanmikroyangadadidesa,

budidayaperikanan,sertadesawisata,"kataPresidenJokoWidodo.Hal

tersebutsesuaidenganUndang-undangNo.6Tahun2014Pasal72Ayat1

Hurufbbahwasalahsatusumberpendapatandesaberasaldarialokasi

AnggaranPendapatandanBelanjaNegara.

BerdasarkanIkhtisarHasilPemeriksaanSemesteter(IHPS)IITahun

2018BadanPemeriksaKeuangan(BPK),ditemukanbanyakBUMDesyang

tidakberoperasi,beroperasitetapibelum memberikan kontribusibagi

pendapatandesa,tidakmenyampaikanlaporan,pembentukannyatidak

didukungdenganstudikelayakan,belum tertibdalam penatausahaandan
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pelaporan,belum didukungolehpengelolayangberkompeten,danbidang

usahanyabelum sesuaidenganpotensiungguldesa.Haliniberdampak

pada banyaknya BUMDes yang dikelola secara serampangan dan

berpotensimerugikanNegarakarenadalam pengoperasiannya

BUMDesdimodalidengananggaranyangbersumberdariAlokasiDana

Desa(ADD).

AlokasiDanaDesa(ADD)daripemerintahyangbegitufantastis

pemerintah desa diharapkan mampu maksimalkan program disektor

padatkaryadanproduktifsehinggadapatmembukakesempatankerja

bagi warga desa agar roda perekonomian desa dapat bergerak

maju.Selainitu,peningkatansektorperekonomianharusdisertaidengan

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di

desa.Dengan demikian masyarakatdesa diharapkan mampu secara

mandirimenggalipotensidiridan lingkungannya sehingga mampu

menempatkandiridalam lingkungansosialyanglebihbaikyangpada

akhirnya diharapkan mampu membebaskan masyarakatdarijeratan

lingkarankemiskinan.

Dengan didirikannya BUMDes diharapkan dapatmeningkatkan

pendapatanaslidesaOlehkarenanyaoptimalisasipendapatanaslidesa

menjadihalyangsangatpentingdilakukan.JikaPADes(PendapatanAsli

Desa)bisaditingkatkanmakadesaakanmendapatkandanapengelolaan

danpembiayaanpembangunanuntukdesatersebut,sehinggadesadapat

memenuhikebutuhanpembangunanatasfasilitas-fasilitasumum didesa
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darisemuasumberpendapatanaslidesatersebutdikelolaberdasarkan

asas kepentingan umum fungsional,kepastian hukum,keterbukaan,

efisiensi,efektivitas,akuntabilitas,dankepastiannilaiekonomi(Nurodin,

2019:80).

SesuaidenganPeraturanDaerahKabupatenLuwuNo.2Tahun

2018 pendirian BUMDes bertujuan untukmeningkatkan perekonomian

desadanmeningkatkanpendapatanmasyarakatdesadanpendapatan

aslidesa.MelaluiBUMDespemerintahdaerahberharapkedepannyadesa

tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur desa,tetapi

pemerintahdesajugaharusmengupayakanmembangunperekonomian

desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa

(PADes).Dengan demikian desa dapat menjadi pusat pemenuhan

kebutuhan masyarakatserta tidak lagimenggantungkan harapannya

kepadapemerintahdaerahyangmembuatdesadapatmandiri.

Salahsatustrategipemerintahdalam meningkatkanpendapatan

asli desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah

Tertinggaldan TransmigrasiNomor4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

PengurusandanPengelolaan,danPembubaranBadanUsahaMilikDesa

yangmenyebutkanbahwapemerintahdesadapatmendirikanBUMDes

(JaryonodanTohir,2019:24).Namunfaktayangsebenarnyadilapangan

BUMDes belum bisa menjaditumpuan utama untuk meningkatkan

perekonomian desa. Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas

mengenaipenyalurandanadesauntuktahun2020diKantorPresiden
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mengatakan bahwadari2.188 BUMDes tidak beroperasidan 1.670

BUMDes yang beroperasitapibelum memberikan kontribusipada

pendapatandesa.Haltersebutdapatmenjadicatatanpentingkhususnya

bagipemerintahdesabahwadenganjumlahADDyangbegitubesarbelum

mampumemaksimalkankinerjaBUMDes.

FaktoryangmembuatBUMDesdibeberapadesatidak mampu

bergerakdanberkembangdikarenakanpemerintahdesatidakjelidalam

melihatpotensiyangdimilikiolehdesa.Initerjadikarenakepaladesa

salama inihanya mengenaltugas sebagaikepanjangan tangan dari

strukturpemerintah diatasnya yang lebih banyak berurusan dengan

masalahadministrasidanpenanggungjawabproyekdanprogram yang

datang dari atas. Pemerintah desa kurang memahami besarnya

wewenangyangdimilikidesasaatinimeskisudahlahirUUNo.6Tahun

2014tentangdesadanjugakonseppembangunandesayangselamaini

dipahamimasihsebataspemahamanpembangunanfisikdanatasarahan

strukturdariatas.Selain itu,partisipasidarimasyarakatmerupakan

sesuatuyangmutlakadanyademimendukungkinerjaBUMDeskarena

masyarakatmerupakanbagianterpentingdaridesa.

Strategipengembangan BUMDesyang kurang tepatjuga dapat

menjadifaktor yang menyebabkan kinerja BUMDes menjaditidak

maksimal.Haltersebutditunjukan dariLemahnya pengelolaan modal,

pengurusyangkurangobjektif,tidakadanyausahayangsesuaidengan

potensisumberdayaalam yangadadankurangnyainovasiyangefektif
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dalam menanganimasalah BUMDes (Efendi,2019:327).Lemahnya

manajemen dalam mengelola keuangan lambatlaun akan membuat

operasionalBUMDesmenjaditidaktidakmaksimalsehinggabukantidak

mungkinakanmengakibatkankebangkrutan.Selainitu,inovasidaripara

pengelolaBUMDesmutlakdibutuhkankarenaketikaparapengelolatidak

mampuberinovasimakadengandukunganmodalyangbesarpuntidak

mampudimaksimalkan.

BeberapakabupatendiProvinsiSulawesiSelatanmemilikibanyak

desayangmemilihuntukmendirikanBUMDes.PedirianBUMDestersebut

lahirdariberbagailatarbelakangyangberbedamulaidariyangsecara

mandirididirikanolehdesauntukmengembangkanpotensidesahingga

BUMDesyanglahirkarenaadanyastimulantpermodalanyangdiberikan

olehpemerintahdaerahmelaluidanahibahAPBD.Meskipundemikian,

saatinibelum banyakBUMDesyangmenampakkanperkembanganyang

begitupesatkhususnyadiKabupatenLuwukarenabelum dikelolasecara

professional.

PentingbagisetiapBUMDesuntukmenerapkanakuntabilitasdalam

pengelolaannyayangberkaitandenganpenatausahaan,pelaporan,dan

pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggarannya.Akuntabilitas

adalahpengendalianterhadaporganisasipublikpadalevelorganisasional

yangdimaksudkanuntukmenjadilandasandalam memberikanpenjelasan

kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang

berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasiterhadap tindakan-
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tindakan yang dilakukan oleh organisasipublik tersebut(Wicaksono,

2015).Organisasi sektor publik hendaknya mampu memberikan

penjelasanatastindakan-tindakanyangdilakukannyaterutamaterhadap

pihak-pihakyangdalam sistem politiktelahdiberikankewenanganuntuk

melakukan penilaian dan evaluasiterhadap organisasisektorpublik

(Wicaksono,2015:6).

Tidak cukup dengan hanya menerapkan akuntabilitas saja,

pengelolaBUMDesjugamutlakuntukmenerapkanprinsiptransparansi

khususnya pada sektoranggaran.Dalam haliniBUMDes juga harus

transparandalam mengolahusahadesatersebutbaikdalam penyediaan

informasi,laporankeuanganyangbertujuanuntukmenyajikaninformasi

mengenaiposisikeuangan ,realisasianggaran,arus kas dan kinerja

keuangansuatuentitaspelaporanyangbermanfaatbagimasyarakatdesa.

Transparansitersebutmemungkinkanmasyarakatdapatdapatdengan

mudah mengaksesinformasitentangpengelolaananggaranBUMDes,

dan capaiannya.Menurut Nuha dan Masrunik (2018:53) didalam

menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik,sangatdiperlukan

transparansidanketerbukaandiberbagaihal.PengelolaanBUMDesjuga

dapat dijadikan cerminan terwujudnya good governance,dimana

pemerintah dan masarakatmemilikihubungan yang eratdan juga

sekaligus meningkatkan partisipasimasyarakat,sehingga mendorong

akuntabilitas,transparandanresponsivitaspemerintahlokal(Pakayaetal.,

2019).Dengan memperhatikan pentingnya aspek transparansi dan
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akuntabilitas dalam suatu pemerintahan,pemerintah akan mampu

mewujudkangoodgovernancedidalam sistem pemerintahannya(Ningrum

dan Hermawan,2017).Keberhasilan dan kegagalan untukmewujudkan

transparansidan akuntabilitas akan sangatbesarartinya bagiupaya

memperbaikipemerintahan dan pengelolan kekuasaan diIndonesia

(Maani,2009:47).

PenelitianyangdilakukanolehLintongetal,(2020)menunjukkan

bahwalaporankeuanganBUMDesKineauandiDesaWawonaKabupaten

Minahasa Selatan belum disajikan sesuaidengan standar,dengan

demikianparapenggunainformasitidakdapatmengetahuidenganpasti

berapakeuntunganataukerugiandarientitasdanberapabanyakaset

yang dimilikinya.Apabila laporan keuangan BUMDes disajikan sesuai

denganSAKETAP,makalaporanyangdibuatberupaneraca,laporanlaba

rugi,laporan perubahan ekuitas,laporan arus kas,dan catatan atas

laporankeuangan.PenelitianyangdilakukanolehPakayaetal.(2019)juga

menunjukkan hasilyang sama bahwa BUMDes diDesa Kamanga

Kecamatan Tompaso belum transparan dalam pengelolaannya.

Indikatornyaadalahtidakadanyakesediaandokumen-dokumenkeuangan

dalam proses pengolaan padaBUMDes Kalooran di Desa

Kamanga,pemerintah sangat tertutup kepada masyarakat,dokumen-

dokumenkeuanganmengenaihasilpengolaanBUMDestidakdisediakan

olehpengelolahBUMDes,bahkansekretarisdanBendaharaBUMDestidak

memlikiinformasimengenaipengolaanBUMDesini.
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Hasil berbeda ditemukan oleh Rindi et al. (2019) dalam

penelitiannya yang menunjukkan bahwa BUMDes Teja Kusumayang

terletakdiDesaTejakulaKecamatan TejakulaKabupaten Buleleng ini

sudah menerapkan prinsip akuntabilitas atau pertanggung jawaban

terhadap segala aspek kegiatan yang terjadididalam pelaksanaan

kegiatanoperasional,baiksecarainternalmaupuneksternal.Irawatidan

Martanti(2017)jugamendapatkan hasilpenelitian yang samabahwa

praktikdariakuntansiBUMDesJayaLestariDesaJatinom,Kecamatan

Kanigoro,Kabupaten Blitarbersifattransparan dalam bentuk laporan

keuanganyangdimilikiolehBUMDesdanpihakKantorDesaKarangbendo

dalam melaporkanpertambahanasetyangdimilikiolehinstansidengan

panduan“BukuDataTanahDiDesaAtauKelurahanAsalKebupaten”.

BUMDesJayaLestariDesaJatinom,Kecamatan Kanigoro,Kabupaten

Blitar.NurhazanadanWahyuni(2020)Efektivitaspengelolaankeuangan

danakuntansipadaBadanUsahaMilikDesa(BUMDes)telahdilakukan

secaraakuntabeldantransparanhaltersebutdikarenakanpenyusunan

laporankeuangantelahmelaluipenerapansystem akuntansisehingga

akuntabilitaspadalevelBUMDesdapattercapaidenganbaik.

Berdasarkan uraian tentang perbedaan hasilpenelitian terdahulu

terhadapakuntanbilitasdantransparansipadapengelolaananggaran

BadanUsahaMilikDesa(BUMDes)makapenelititertarikuntukmeneliti

TransparansiDanAkuntabilitasTerhadapPengelolaanAnggaranBadan

UsahaMilikDesa(Bumdes)KabupatenLuwu
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1.2RumusanMasalah

BUMDes didirikan sebagai salah satu strategi pemerintah untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam rangka

menggerakkanperekonomiandesauntukpercepatanpembangunandesa

dan peningkatanperekonomianmasyarakatdesa.Namunperkembangan

BUMDes saat inibelum sesuaidengan harapan pada saat awal

didirikannya sebagaimotorpenggerakpembangunan desa.Lemahnya

transparansidan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran BUMDes

dapatmenjadifaktorpenyebab kegagalan BUMDes.Maka dariitu,

rumusan masalah yang diangkatdalam penelitian iniadalah sebagai

berikut:

1.Apakahtransparansiberpengaruhterhadappengelolaananggaran

BUMDesdiKabupatenLuwu.

2.ApakahAkuntabilitasberpengaruhterhadappengelolaananggaran

BUMDesKabupatenLuwu.

1.3TujuanPenelitian

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah yang telah penulis

paparkan,makatujuandaridilakukannyapenelitianiniadalahsebagai

berikut:

1.Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan

anggaranBUMDesdiKabupatenLuwu.

2.Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan

anggaranBUMDesdiKabupatenLuwu.
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1.4Manfaatpenelitian

1.4.1 Manfaatakademis

Secara akademis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

tambahan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan BUMDes.Selain itu

penelitianinijugadiharapkandapatmemperkayarujukanbagipenelitian

selanjutnyayangrelevandenganbidangini.

1.4.2 Manfaatpraktis

Hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaatsertakontribusi

bagipemerintah khususnya bagipemerintahdesa dalam melakukan

pengelolaanBUMDesdalam rangkamembangunekonomidesa.

1.5RuangLingkupdanBatasanPenelitian

Pembatasan masalah dilakukan agarpenelitian terfokus pada pokok

permasalahan

yangadabesertapembahasannya,sehinggadiharapkanpenelitiantidak

akanmenyimpang daritujuan yang telah ditetapkan.Oleh karena itu,

penelitimambatasipenelitianinipada:

1.5.1Ruanglingkup

PenelitianinihanyaberhubungandenganBUMDespadaKabupatenLuwu

yangmenjadisubjekpadapenelitian.

1.5.2Bataspenelitian

PenelitianinidilakukanpadaBUMDesyangterdapatdiKabupatenLuwu.
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BABII

TINJAUANPUSTAKA

2.1TeoriStewardship

Teoristewardshipadalahteoriyangmenggambarkansituasidimanapara

manajertidaklah termotivasioleh tujuan-tujuan individu tetapilebih

ditujukanpadasasaranhasilutamamerekauntukkepentinganorganisasi,

sehinggateoriinimempunyaidasarpsikologidansosiologiyangtelah

dirancang dimana para eksekutifsebagaisteward termotivasiuntuk

bertindaksesuaikeinginanprinsipal,selainituperilakustewardtidakakan

meninggalkanorganisasinyasebabstewardberusahamencapaisasaran

organisasinya (Anton,2010:66).Teoriinimenempatkan kepentingan

organisasiberadadiatassegalanya karenamanajerlebihtertujupada

kepentinganorganisasidantidaktermotivasipadakepentinganindividu.

TeoriinidiajukanolehDonaldsondanDavissebagaikritikatasteoriagensi

yanglehihduluhadirdalam hubunganprinsipaldanagen.Teoriagensi

mengindikasikanadanyaketidakharmonisanantarapemilikdanpengelola

karenamasing-masinginginmendahulukankepentinganindividu.

Teoristewardship menempatkan manajer organisasisebagai

stewards atau penata layanan yang akan bertindak dengan penuh

kebijaksanaan untuk kepentingan organisasi. Pemerintah yang

berkeninginan melakukan reformasi birokrasi untuk peningkatan

pelayanan terhadap publikdan birokrasiyang bersih dapatterbantu

melaluipenerapan teoristewardship.Teoristewardship berasumsi
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terdapatutilitas yang lebih besarpada perilaku kooperatifdaripada

perilakuindividualism sehingga pihak pengelola akan melakukan

peningkatan kompetensisumberdaya manusia yang dimilikidalam

mengefektifkanpengendalianinternaldanmenciptakanbudayaorganisasi

yang baik dan kuatserta didukung oleh komitmen organisasiuntuk

menghasilkangoodgovernance(Jefri,2018:22).

Keterbatasan yang dimilikioleh prinsipalmembuatnya harus

mempercayakanpengelolaansumberdayatersebutkepadamanajemen

yanglebihhandaldanprofesionaluntukbekerjasecarakolektifmencapai

tujuanorganisasisehinggateoristewardshipmenjadimodelyangsesuai

dengankasusorganisasisektorpublik.Teoristewardshipdapatberfungsi

sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk dapat memastikan

pemantauan,auditdan pelaporan yang baik agardapatmembantu

pencapaiantujuanorganisasi(Cribb,2006)dalam (Jefri,2018;18).

2.2GoodCorporateGovernance

Konsep good corporate governance (GCG) merupakan seperangkat

peraturanyangmengaturhubunganantarapemegangsaham,manajer,

kreditur,pemerintah,karyawan,danstakeholders(pemangkukepentingan)

lainnyaagarseimbanghakdankewajibannya(SaputradanKurniawan,

2017: 9). Sedangkan dalam Keputusan Menteri Negara BUMN

No.117/2002,dijelaskanbahwagoodcorporategovernanceadalahsuatu

prosesdanstrukturyangdigunakanolehorganBadanUsahaMilikNegara

(BUMN) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
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organisasiguna mewujudkan nilaipemegang saham dalam jangka

panjangdengantetapmemperhatikankepentinganstakeholderlainnya,

berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilaietika.Tujuan dari

konsepgoodcorporategovernanceiniadalahuntukmengaturperusahaan

agar menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham secara

berkesinambungansesuaidenganaturandannormayangberlakudengan

tetapmemperhatikankepentinganberbagaipihakdidalam maupunluar

perusahaan.

Pertama kali,istilah corporate goverance diperkenalkan oleh

CadburyCommitteetahun1992dalam laporannyayangdikenalsebagai

Cadburry Report.Cadbury Committee mendefinisikan corporate

governancesebagaiasetofrulesthatdefinetherelationshipbetween

shareholder,managers,creditors,thegovernment,employeesandother

internaland externalstakeholders in respect to their rights and

responsibilities(Emirzon,2006:94).Maksudnya,corporategovernance

merupakan seperangkat aturan yang menjelaskan hubungan antara

pemegangsaham,manajer,kreditur,pemerintah,karyawandanpemangku

kepentingan internaldan eksternallainnyatentang hak dan tanggung

jawabmereka.

Padadasarnyaprinsipgoodcorporategovernancedisusunatas

limaaspek,yaitutransparansiyangdapatdiartikansebagaiketerbukaan

informasi,akuntabilitas atau kejelasan fungsi,struktur dan sistem

pertanggungjawabanperusahaan,pertanggungjawaban,kemandirian,dan
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kewajaran.Corporategovernanceyangbaikmemberikanmanfaatpada

perbaikandalam komunikasi,minimisasipotensibenturan,fokuspada

strategi-strategiutama,peningkatan dalam produktivitasdan efisiensi,

kesinambungan manfaat, promosi citra perusahaan, peningkatan

kepuasan pelanggan,dan peroleh kepercayaan investor(Tunggaldan

Tunggal,2002:9).

2.3BadanUsahaMilikDesa(BUMDes)

BerdasarkanUndang-undangNo.6Tahun2014BadanUsahaMilikDesa,

yangselanjutnyadisingkatBUMDes,adalahbadanusahayangseluruh

atau sebagian besarmodalnya dimilikioleh desa melaluipenyertaan

secaralangsungyangberasaldarikekayaandesayangdipisahkanguna

mengelola aset,jasa pelayanan,dan usaha lainnya untuk sebesar

besarnyakesejahteraanmasyarakatdesa.Dengandemikianeksistensi

BUMDesdisuatudesaharusmemberikanmanfaatyangsebesar-besarnya

agar dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan

kesejahteraannya.Selain itu,salah satu tujuan didirikannya BUMDes

adalah untuk meningkatkan pendapatan aslidesa.BUMDes dibentuk

dalam rangkauntukmengeksplorasisegalapotensiyangdimilikioleh

desa untuk dikomersialkan agardapatmemberikan keuntungan yang

sekaligusmenjadilembagasosialyangberpihakkepadamasyarakat.

KeberadaandankinerjaBUMDesdiharapkanmampumemberikan

kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakatdesa.Makadariitu,eksistensiBUMDesyangberoperasidi
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pedesaanharusmemilikiperbedaandenganlembagaperekonomianpada

umumnya.Halinidimaksudkanuntukmencegahberkembangnyasistem

usahakapitalisyangakanmembuatBUMDesmelencengdaritujuannya

serta dapatmenganggu nilai-nilaikehidupan bermasyarakat.Terdapat

beberapaciriutamayangdapatmenjadipembedaantaraBUMDesdan

lembagaperekonomianlainnyayaitu:1)Badanusahainidimilikiolehdesa

dandikelolasecarabersama.2)Modalusahabersumberdaridesa(51%)

dandarimasyarakat(49%)melaluipenyertaanmodal(saham atauandil).

3)Operasionalisasinyamenggunakanfalsafahbisnisyangberakardari

budayalokal(localwisdom).4)Bidangusahayangdijalankandidasarkan

padapotensidanhasilinformasipasar.5)Keuntunganyangdiperoleh

ditujukanuntukmeningkatkankesejahteraananggota(penyertamodal)

danmasyarakatmelaluikebijakandesa(villagepolicy).6)Difasilitasioleh

Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes. 7) Pelaksanaan

operasionalisasidikontrolsecara bersama (Pemdes,BPD,anggota).

Berkenaandenganperencanaandanpendirianya,BUMDesdibangunatas

prakarsa (inisiasi)masyarakat,serta berdasarkan pada prinsip-prinsip

kooperatif,partisipatif,emansipatif,akuntabel,dansustainabledengan

mekanismemember-helpdanselfhelp(Kunjaetal.,2019).

2.3.1 PrinsiptransparansiBUMDes

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban terhadap masyarakat

yang menjadibagian stakeholders,maka pengelola BUMDes harus

melaksanakantransparansi.Transparansiberartiketerbukaan(oppeness)
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pemerintahdalam memberikaninformasiyangterkaitdenganaktivitas

pengelolaansumberdayapublikkepadapihak-pihakyangmembutuhkan

informasi(Tahir,2012:10).Pengelola BUMDes harus memudahkan

masyarakatdalam memperolehinformasikhususyainformasikeuangan.

Melalui transparansi tersebut, masyarakat berkesempatan untuk

memberikanfeedbackataskebijakanyangtelahdanakandiambil.Tujuan

laindaripentingnyatransparansipengelolaananggaranBUMDesadalah

peningkatanmutumanajemenpengelolaandanpenyelenggaraanuntuk

mencegahterjadinyapraktikkorupsi,kolusidannepotisme.

Denganadanyatransparansimenjaminaksesataukebebasanbagi

setiap orang untuk memperoleh informasitentang penyelenggaraan

pemerintahan,yakniinformasitentangkebijakan,prosespembuatandan

pelaksanaanyasertahasil-hasilyangdicapai(Pakayaetal.,2019:3).

InformasiyangdisajikanolehpengelolaBUMDesharusmemadaiagar

publikdapatdengan mudah memahamidan melakukan pengawasan.

Smith (2004)dalam Tahir(2014:111),mengemukan bahwa proses

transparansimeliputi:1)Standardproceduralrequirements(Persayaratan

StandarProsedur),bahwaprosespembuatanperaturanharusmelibatkan

partisipasidanmemperhatikankebutuhanmasyarakat.2)Consultation

processes (Proses Konsultasi),Adanya dialog antara pemerintah dan

masyarakat.3)Appealrights(PermohonanIzin),adalahpelindungutama

dalam prosespengaturan standardan tidakberbelit,transparan guna

menghindariadanyakorupsi.Prosestransparansitidakhanyasebatas
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pada kejelasan ataspelaksanaan dan evaluasiprogram dan aktivitas

BUMDes,tetapijuga membuka kesempatan bagimasyarakatsebagai

pemangkukepentinganuntukmengajukanusul,tanggapanataukritik.

2.3.2 PrinsipakuntabilitasBUMDes

Prinsip pengelolaan anggaran lain yang harus dilaksanakan oleh

pengelola BUMDesselaintransparasiadalahakuntabilitas.Akutabilitasatau

pertanggungjawaban(accountability)merupakansuatubentukkeharusan

seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana)untukmenjamin jika tugasdan

kewajibanyangdimilikinyatelahdilaksanakansesuaidenganketentuan

yangberlaku(SabenidanGhozali,2001)dalam (Ningrum danHermawan,

2018).Akuntabilitasdapatdigunakansebagaiparameteruntukmengukur

kualitaskinerjapengelolaBUMDessehinggamerekadapatmengetahui

kekuatandankelemahannya.

Pengelola BUMDes sangat membutuhkan akuntabilitas untuk

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan juga kepada

pemerintah desa. Setiap tujuan kinerja keuangan yang dilakukan,

akuntabilitas merupakan suatu aspekyang sangatdibutuhkan karena

merupakan bentukataspengungkapan aktivitasdanakinerjafinansial

suatuorganisasiataurealisasidarisuatutujuanmulaidariperencanaan,

pelaksanaan dan pertanggungjawaban (Hargono,2010).Penting bagi

setiap BUMDes untuk menerapkan akuntabilitas untuk menjamin

terwujudnyakepatuhanpegawaidalam menjalankantugassesuaidengan

standaryangtelahditetapkandalam rangkapencegahanpenyalahgunaan
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wewenangdanjabatan.

Hariyoso(2002)dalam Maani(2009:47)mengatakanbahwaada

duabentukimplikasiakuntabilitasyangdiperlukan,antaralainpemerintah

sebagaipenyelenggarapelayananpublikharusbertanggungjawabdalam

menjalankanwewenangnyadenganbaik,danpublikmemilikihakuntuk

mengotrol, mempertanyakan, dan meminta pertanggungjawaban

pemerintahdalam menjalankanwewenangtersebuttermasukdidalamnya

pemasukandanpengeluarananggaranpemerintah.KeberhasilanBUMDes

dalam menerapkan akuntabilitas dapat dinilai dari meningkatnya

kepecayaanmasyarakatterhadappengelolaananggaranyangdilakukan

oleh pengurus BUMDes dan berkurangnya kasus korupsi,kolusidan

nepotismedalam lingkupkepengurusanBUMDestersebut.Jabbaradan

Dwivedi(1989)dalam Maani(2009:48)mengatakanterdapatlimamacam

akuntabilitas, yaitu akuntabilitas administratif (organisasional),

akuntabilitas legal,akuntabilitas politik,akuntabilitas profesionaldan

akuntabilitasmoral.

2.3.3 Pengelolaananggaran

Pengelolaan adalah perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan

perancanganyangdibuatdanmelibatkansemuaanggotayangdisebuah

organisasi(Maulaminetal.,2018:264).

Anggaran secara khusus digambarkan sebagaidata kuantitatifatau

ungkapan keuangandarirencanastrategisjangkapendekdan jangka

panjangperusahaan,yangmemuattujuandantindakandalam mencapai
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tujuan tersebut(Hansen dan Mowen,2000)dalam (Indarto dan Ayu,

2011).Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran merupakan

keseluruhan usaha terkaitperencanaan,penyusunan dan pelaksanaan

estimasikinerjayangakandicapaiselamaperiodetertentudandinyatakan

dalam ukuranfinansial.

Munculnyafenomenasemakinmenguatnyatuntutanakuntabilitas

publikdanadanyatransparansidaripemerintah.Organisasisektorpublik

seringdinilaisebagaisarangpemborosananggarandaninstitusiyang

sering merugi.Selain haltersebut,timbultuntutan baru yaitu agar

organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam

menjalankanaktivitasnya(John,2002)dalam (PutradanWirawati,2015:

254).Valueformoneymerupakankonseppengelolaanorganisasisektor

publikyangberdasarpadatigaelemenutama,yaituekonomis,efisiensi

danefektivitas(Mardiasmo,2009:4).Ekonomiberkaitandenganpemilihan

danpenggunaansumberdayadalam jumlahdankualitastertentupada

harga yang paling murah.Efisiensiberartibahwa penggunaan dana

masyarakat tersebutdapat menghasilkan output yang maksimal.

Efektivitasberartibahwapenggunaananggaran/pengelolaanorganisasi

tersebutharus mencapaitargetyang diinginkan untuk kepentingan

public(AgustindanSubardjo,2017:3).

2.4PenelitianTerdahulu

Tabel2.1PenelitianTerdahulu

No. Nama JudulPenelitian HasilPenelitian
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1 Pakayaetal.

(2019)

Transparansi

pengelolaan Badan

Usaha Milik Desa

(BUMDes) di Desa

Kamanga

Kecamatan

Tompaso.

BUMDestersebutbelum

transparan dalam

pengelolaannya.

Indikatornyaadalahtidak

adanya kesediaan

dokumen-

dokumenkeuangan

dalam prosespengolaan

padaBUMDesKaloorandi

Desa

Kamanga,pemerintah

sangat tertutup kepada

masyarakat,dokumen-

dokumen keuangan

mengenai hasil

pengolaanBUMDestidak

di sediakan

olehpengelolah BUMDes,

bahkan sekretaris

danBendahara BUMDes

tidak memliki

informasimengenai

pengolaanBUMDesini.

2 Rindietal.

(2019)

penerapan prinsip

akuntabilitas pada

BUMDes Teja

Kusuma.

BUMDesTejaKusumaini

sudah menerapkan

prinsipakuntabilitasatau

pertanggung jawaban

terhadap segala aspek

kegiatan yang terjadidi

dalam pelaksanaan
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kegiatan operasional,

baik secara internal

maupuneksternal.

3 Irawatidan

Martanti

(2018)

transparansi

pengelolaan laporan

keuangan bumdes

terhadap pelaporan

aset desa (studi

fenomenologi pada

BUMDes Desa

Karangbendo

KecamatanPonggok

KabupatenBlitar).

Hasildaripenelitian ini

adalah praktik dari

akuntansiyang bersifat

transparandalam bentuk

laporan keuangan yang

dimilikiolehBUMDesdan

pihak Kantor Desa

Karangbendo dalam

melaporkan

pertambahan asetyang

dimiliki oleh instansi

dengan panduan “Buku

DataTanahDiDesaAtau

Kelurahan Asal

Kebupaten”.

4 Nuhadan

Masrunik

(2017)

Transparansi sisa

hasilusahabumdes

dalamperspektif

akuntansi syari’ah

sebagai strategi

desa guna

meningkatkan

pendapatan desa

(studi kasus pada

BUMDes “Jaya

Lestari” Desa

Jatinom,Kecamatan

Strategiyang dilakukan

olehPemerintahJatinom,

melalui BUMDes “Jaya

Lestari”memangterlihat

hasilnya dan tentunya

mempunyai peranan

didalammeningkatkan

pendapatan Desa. Dari

strategitersebut,maka

banyakpihakyangterlibat

disini. Maka dari itu

Pemerintah Jatinom,
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Kanigoro,Kabupaten

Blitar).

melaporkan secara

transparansdidalam

melaporkan berbagai

informasikepada pihak-

pihak

yangmembutuhkan.

5 Mahmudah

(2019)

Akuntabilitas

laporan keuangan

badan usaha milik

desa (studikasus:

BUMDes Desa

Sungon Legowo

BungahGresik).

Laporan keuangan yang

dihasilkanmasih

sederhana berupa

catatan Pemasukan dan

pengeluaran,sedangkan

laporan keuangan

konsolidasiyang sesuai

PSAK belum bisa

dihasilkan dikarenakan

keterbatasan data yang

ada.

6 Yantidan

Musmini

(2020)

Menerapkan sistem

informasiakuntansi

dalam meningkatkan

transparansi

pengelolaan

keuanganpamsimas

pada BUMDes Giri

Artha.

Sistem informasi

akuntansi yang

diterapkanolehBUMDes

GiriArthaadalahsebuah

aplikasipambumdesaku

yang mampu

meningkatkan

transparansi.

7 Rofidahdan

Rochayatun

(2020)

implementasi

pengelolaan

keuangan badan

Pengelolaan keuangan

yang dilakukan oleh

BUMDes Gondowangi
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usaha milik desa

(studi Desa

Gondowangi Wagir

KabupatenMalang).

masih bersifat

sederhana.Perencanaan

yang dilakukan yaitu

dengan mengadakan

rapatsetiap unituntuk

membentuk RAB.

Pelaksanaan dilakukan

dengan menggunakan

kwitansi sebagai bukti

pencairan dana.

Penatausahaan

dilakukan dengan

mencatat pemasukan

dan pengeluaran kas.

Pencatatan yang

dilakukanmasihbersifat

umum.

Pertanggungjawaban

dilakukan dengan

memberikan laporan

kepada BPD Desa dan

DPMDKab.Malang,serta

mengirim softfilekepada

Kementrian Desa, dan

menyampaikan kepada

masyarakat bersama

dengan musyawarah

desa.

8 Kusumawati

(2018)

Akuntabilitas dan

transparansi

Jika dikaitkan dengan

UUD Nomor 6 Tahun
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pengelolaan alokasi

dana desa dan

badan usaha milik

desa (BUMDES)

sertaperanprogram

desa melangkah di

Kecamatan

Tulangan.

2014 menunjukkan

bahwasecaragarisbesar

pengelolaan Alokasi

Dana Desa untuk desa

Kenongo,desaTulangan,

desa Grinting,dan desa

Grogolsudahmemenuhi

prinsipakuntabilitasdan

transparansi. Namun

untukBadanUsahaMilik

Desa (BUMDES) pada

tahun 2018 keempat

desa tersebut baru

memulai mendirikan

BUMDES, sehingga

peneliti belum bisa

mengidentifikasi prinsip

akuntabilitas pada

BUMDES. Berdasarkan

dari susunan pengurus

BUMDES yang berasal

dari masyarakat

langsung dapat

dikatakan bahwaprinsip

transparansi setidaknya

telah terpenuhi.

Kemudian berdasarkan

darihasilpenelitianyang

berkaitan dengan peran

program Desa

Melangkahmenunjukkan
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bahwa dengan adanya

program Desa

Melangkah sangat

membantumemudahkan

dalam menyusunlaporan

keuangan maupun

program lainnyadidesa-

desayangikuttergabung

terutama di wilayah

KecamatanTulangan.

9 Ningsih

(2019)

Pengelolaan

anggaran badan

usaha milik desa

(BUMDes) Surya

Mandiri di Desa

Surya Adi

Kecamatan Mesuji

Kabupaten Ogan

Komering IlirTahun

2018

Perencanaan dan

penganggaran sudah

dilaksanakan dengan

cukup baik,sedangkan

pelaksanaan dan

penatausahaan serta

pertanggungjawaban

belum dilaksanakan

denganbaik

10 Pramita

(2018)

ANALISIS

pemahaman

Permendesa No.4

tahun 2015 dan

pemanfaatansistem

informasi pada

akuntabilitas

pengelolaan

BUMDes.

pemahaman pengelola

BUMDes terkait

PermendesaNo.4tahun

2015 dan pemanfaatan

sistem informasi

akuntansi berpengaruh

positif signifikan

terhadap akuntabilitas

pengelolaan BUMDes di

KabupatenMagelang.
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11 Sugesti

(2019)

akuntabilitas dan

efektivitas dalam

pengelolaan dana

desa melaluibadan

usahamilikdesa.

Akuntabilitas dan

efektivitas pengelolaan

danadesamelaluibadan

usaha milik desa pada

desa yang ada di

Kecamatan Punggur,

Kabupaten Lampung

Tengahcukupbaikuntuk

menerapkan prinsip dan

aturan mengenai

akuntabilitas dan

efektivitas.Namunmasih

belum maksimal

pelaksanaannya.

12 Tantridan

Utami(2019)

Pengelolaan Dana

BUMDes Bersama

“Utama”: kajian

aspek transparansi

danresponsibilitas.

Dari empat tahap

pengelolaan dana

terdapat kelemahan

transparansipadatahap

pelaporandantanggung

jawab pada tahap

administrasi.Ada salah

saji antara laporan

penggunaan sumber

daya dan administrasi

kegiatan.

13 Candranings

ihetal.

(2018)

pengelolaan

keuangan dan

sumber daya

manusia pada

BUMDes bulian

secarafinancial,BUMDes

“GunungSariMas”Bulian

sudahdapatmemberikan

manfaat kepada

masyarakat,BUMDesini
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Kecamatan

Kubutambahan.

telah memberikan jasa

layanan simpan pinjam,

dan disisilain sudah

dapat membantu

memenuhi kebutuhan

sehari-hari masyarakat

desa Bulian dengan

adanyausahatokoyang

menjualberbagaimacam

kebutuhanpokok.

14 Lintongetal

(2020)

laporan keuangan

berdasarkan SAK

ETAPpadaBUMDes

“Kineauan” Desa

Wawona Kabupaten

MinahasaSelatan.

laporan keuangan

BUMDesKineauanbelum

disajikan sesuaidengan

standar, dengan

demikianparapengguna

informasi tidak dapat

mengetahuidenganpasti

berapa keuntungan atau

kerugiandarientitasdan

berapabanyakasetyang

dimilikinya. Apabila

laporan keuangan

BUMDesdisajikansesuai

denganSAKETAP,maka

laporan yang dibuat

berupa neraca,laporan

laba rugi, laporan

perubahan ekuitas,

laporan arus kas,dan

catatan atas laporan
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keuangan.

15 Halimah

(2020)

Analisis kinerja

keuangan pada

Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) di

Desa Berjo

Kecamatan

Ngargoyoso

Kabupaten

Karanganyarperiode

2014-2018.

rata-rata rasio likuiditas

tahun 2014-2018 yang

diukur menggunakan

currentratio dan quick

ratio mendapatkan hasil

relatifmeningkatdan di

artikan kinerjanya baik.

Rasio solvabilitas tahun

2014-2018 yang diukur

menggunakan debt to

totalassetsdandebtto

equitymenunjukkanhasil

relative menurun dan di

artikan kinerjanya baik.

Rasio profotabilitas

tahun 2014-2018 yang

diukur menggunakan

return on asset dan

return on equity

menunjukkanhasilrelatif

meningkatdandiartikan

kinerjanyabaik.

2.5KerangkaKonseptual

Pengelolaan

anggaran

BUMDes

Transparansi

(X1)
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Gambar2.1KerangkaKonseptual

KeteranganGambar:

=Variabel

=GarisBerpengaruh

2.6HipotesisPenelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara dalam sebuah

penelitian yang derajat kebenarannya masih sangat rendah dan

membutuhkanpengujiansecarailmiah.Berikutadalahhipotesisalternatif

yangdiajukandalam penelitianini:

H1 :terdapatpengaruh positifdan signifikan antara transparansi

terhadap pengelolaananggaranBUMDesdiKabupatenLuwu.

H2 :terdapatpengaruh positifdan signifikan antara akuntabilitas

terhadap pengelolaananggaranBUMDesdiKabupatenLuwu.

Akuntabilitas

(X2)
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BABIII

METODEPENELITIAN

3.1 DesainPenelitian

Husain Umar(2002)menyatakan bahwa desain penelitian merupakan

suatu rencana kerja yang terstruktur dan konprehensif mengenai

hubungan-hubunganantarvariabelyangdisusunsedemikianrupaagar

hasil penelit iannya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaanpenelitian.Desainpenelitianmerupakanacuanyangdigunakan

untuk menghubungkan antara pertanyaan penelitian dengan metode

penelitian.Jenispenelitianyangdigunakanolehpenulisdalam penelitian

iniadalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif.Menurut

Sugiyono(2014)dalam Fatimahetal.(2019:57),penelitiankuantitatif

ialahpenelitianyangdapatdiartikansebagaimetodepenelitianyang

berlandaskanpadafilsafatpositivisme,digunakanuntukmenelitipada

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan

instrumentpenelitian,analisis data bersifatkuantitatifatau statistik,

dengantujuanuntukmengujihipotesisyangtelahditetapkan.Menurut

Kriyantono(2010)dalam Santoso(2016:9),metodepenelitiandeskriptif

kuantitatifadalahmetodepenelitianyangmenggambarkansuatumasalah

yanghasilnyadapatdigeneralisasikandengansistematisdanterukur.

3.2LokasidanWaktuPenelitian

LokasipenelitianiniakandilakukandiKabupatenLuwuuntukmemperoleh

data terkait dengan topik penelitian ini.Lokasiinidipilih dengan
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pertimbangan bahwamasih banyak BUMDes belum maksimaldalam

pengelolaannyayangdapatdilihatdarirendahnyaperolehanlabayang

didapatkan.PenelitiandirencanakanakandilakukanpadabulanAgustus

danSeptember2020.

3.3PopulasidanSampel

Populasiadalahwilayahgeneralisasiyangterdiriatasobyekatausubyek

yangmempunyaikualitasdankarakteristiktertentuyangditetapkanoleh

penelitiuntukdipelajaridankemudianditarikkesimpulannya(Sugiyono,

2010) dalam (Ultafiah,2017:48).Populasiyang dimaksud untuk

memperolehdatadalam penelitianiniadalahBUMDesdiKabupatenLuwu.

BerikutadalahdataBUMDesyangadadiKabupatenLuwu:

Tabel3.1BUMDesdiKabupatenLuwu
No. NamaBUMDes Omzet

1 Pantilang,KabupatenLuwu 0

2 MappetajangSilkamali,KabupatenLuwu 0

3 To’sarira,KabupatenLuwu 0

4 PuannaBuda,KabupatenLuwu 30,000,000

5 MegaTama,KabupatenLuwu 175,000,000

6 BungaCengkeh,KabupatenLuwu 0

7 Samaturu,KabupatenLuwu 83,979,688

8 PanguluKada,KabupatenLuwu 0

9 Sipakalebbi,KabupatenLuwu 0

10 Mappideceng,KabupatenLuwu 0

11 Laiuni,KabupatenLuwu 0
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12 BuntuToke,KabupatenLuwu 0

13 BuntuToke,KabupatenLuwu 0

14 BuntuToke,KabupatenLuwu 0

15 BuntuToke,KabupatenLuwu 0

16 BuntuToke,KabupatenLuwu 0

17 BuntuToke,KabupatenLuwu 0

18 CiptaMandiri,KabupatenLuwu 0

19 TowanduBersatu,KabupatenLuwu 0

20 TaroAdaTaroGau,KabupatenLuwu 0

21 Wijatomakaka,KabupatenLuwu 0

22 AmpuLembang,KabupatenLuwu 0

23 MajuBersama,KabupatenLuwu 30,000,000

24 Amanah,KabupatenLuwu 0

25 Handayani,KabupatenLuwu 0

26 SejahteraMandiri,KabupatenLuwu 0

27 Tabang,KabupatenLuwu 0

28 Sipatuo,KabupatenLuwu 0

29 MilikBersama,KabupatenLuwu 0

30 PaconneSipakatuo,KabupatenLuwu 0

31 BentengGawe,KabupatenLuwu 0

32 Sipakatau,KabupatenLuwu 0

33 KembaliBersama,KabupatenLuwu 0

34 MekarJayaBolong,KabupatenLuwu 0

35 Baramamase,KabupatenLuwu 0
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36 SumberRejeki,KabupatenLuwu 0

37 Siporannu,KabupatenLuwu 0

38 PadangKalua,KabupatenLuwu 0

39 KaryaBakti,KabupatenLuwu 42,799,480

40 PrimaSeriti,KabupatenLuwu 0

41 PelalanMegaSari,KabupatenLuwu 0

42 MekarJaya,KabupatenLuwu 0

43 BungaPadi,KabupatenLuwu 0

44 Sejahtera,KabupatenLuwu 0

45 UsahaBersama,KabupatenLuwu 0

46 Sipatuwo,KabupatenLuwu 0

47 Alang,KabupatenLuwu 0

48 SumberRejeki,KabupatenLuwu 0

49 Sipatuo,KabupatenLuwu 0

50 InginMembangun,KabupatenLuwu 0

51 Darussalam,KabupatenLuwu 0

52 BatuPapan,KabupatenLuwu 0

53 Sipakatuo,KabupatenLuwu 42

54 Sipakainga,KabupatenLuwu 0

55 SahabatRakyat,KabupatenLuwu 0

56 SaluKompi,KabupatenLuwu 0

57 BumdesGandangSura’,KabupatenLuwu 0

58 Sipatuo,KabupatenLuwu 20,000

59 Potok,KabupatenLuwu 0
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60 ,KabupatenLuwu 0

61 HarapanKita,KabupatenLuwu 53,400

62 BungaKopi,KabupatenLuwu 70,000

63 BalutanJaya,KabupatenLuwu 0

64 BinaRakyat,KabupatenLuwu 0

65 BumdesaKamburi,KabupatenLuwu 0

66 MalenggangKaryaSejati,KabupatenLuwu 0

67 Tirowan,KabupatenLuwu 0

68 HarapanJaya,KabupatenLuwu 10,000,000

69 SelaluBersama,KabupatenLuwu 0

70 MarioBersama,KabupatenLuwu 0

71 Malintak,KabupatenLuwu 0

72 SuksesBersama,KabupatenLuwu 34,485,000

73 Makmur,KabupatenLuwu 46,135,350

74 Sipakatau,KabupatenLuwu 0

75 HarapanBersama,KabupatenLuwu 0

76 Makmur,KabupatenLuwu 30,000

TotalOmzet 452,572,960

Sumberdata:bpmsulsel.com

Sampelmerupakanbagianatauperwakilandaripopulasiyangakan

diteliti.Pengambilan sampeldalam penelitian iniditetapkan dengan

menggunakan metodepurposivesampling.Metodepurposivesampling

merupakan metode pemilihan sampel tidak secara acak yang

informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu
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(IndriantorodanBambang,2002)dalam (Zuliarni,2012:41).Kriteriayang

ditetapkan untuk mendapatkan sampel yang representatif dalam

penelitianiniadalahBUMDesyangmemilikiomzetRp30.000.000per

tahun.

Berdasarkankriteriayangtelahditentukanada7BUMDesyang

memenuhikriteria,sepertipadatabeldibawahini:

Tabel3.2BUMDesDiKabupatenLuwu
No

.
NamaBUMDes Omset

1 PuannaBuda,KabupatenLuwu 30,000,000

2 MegaTama,KabupatenLuwu 175,000,000

3 Samaturu,KabupatenLuwu 83,979,688

4 MajuBersama,KabupatenLuwu 30,000,000

5 KaryaBakti,KabupatenLuwu 42,799,480

6 SuksesBersama,KabupatenLuwu 34,485,000

7 Makmur,KabupatenLuwu 46,135,350

Sumberdata:bpmsulsel.com

3.4SumberdanTeknikPengumpulanData

3.4.1Sumberdata

Sumberdatayangdigunakanuntukmemperolehdatayangdiperlukan

dalam penelitian iniadalah data primeryang diperoleh langsung dari

responden.denganinstrumentpenilitiankuisioner.Dataprimertersebut

diperolehdarihasilkuisioneryangdibagikankepadapengurusBUMDes

yangmenjadisampeldalam penelitianini.



35

3.5TeknikPengumpulanData

Teknikpengumpulandataadalahsuatuusahadasaruntukmengumpulkan

datayangdilakukansecarasistematis,denganproseduryangterstandar

(Arikunto,2002)dalam (Triadnan,2017:44).Datayangdiperolehdapat

berupainformasilisan,keterangantertulis,angkadanberagam faktalain

yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Teknik

pengumpulan data untuk memperoleh informasiyang relevan bagi

penelitianinimelaluiinstrumenpenelitianberupaangketataukuesioner.

Kuesioner (angket), yaitu pengumpulan data dengan menyiapkan

pertanyaan kepada masing-masing responden,dimana setiap item

pertanyaan disediakan alternatif jawaban untuk selanjutnya oleh

responden hanya dapatmemilih salah satu alternatifjawaban yang

tersedia(DunggiodanIsmail,2020:22).Skalapengukuranyangdigunakan

dalam penelitian ini adalah skala likert.Sugiyono (2011) dalam

Setyanningrum (2017:44)mengatakan bahwa skala Likertdigunakan

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Peneliti memberikan

pertanyaankepadarespondendisertaialternatifjawabanyangtelahdiberi

skor,yaituSS(SangatSetuju)diberiskorlima,S(Setuju)diberiskorempat,

N (Netral)diberiskortiga,TS(TidakSetuju)diberiskorduadanSTS

(SangatTidakSetuju)diberiskorsatu.

3.6 DefinisiOperasionalVariabel

Variabelpenelitianmerupakansegalasesuatuyangberbentukapasaja
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yangditetapkanolehpenelitiuntukdipelajarisehinggadiperolehinformasi

terkaithaltersebut,untukkemudian ditarikkesimpulannya (Sugiyono,

2011)dalam (Setiyanningrum,2017:37).

3.6.1 Variabelindependen

Variabelindependen atau variabelbebas merupakan variabelyang

mempengaruhiataumenjadisebabperubahannyaatautimbulnyavariabel

dependen atau terikat(Sugiyono,2011)dalam (Setiyanningrum,2017:

38).Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah

transparansi(x1)danakuntabilitas(x2).

3.6.1.1 Transparansi

Transparansimerupakankemampuanpengeololaorganisasisektorpublik

dalam haliniadalahpengurusBUMDesuntukmenjamintersedianyaakses

yangmudahbagipihak-pihakyangberkepentinganuntukmemperoleh

informasidanpenjelasanmanajemenorganisasisektorpubliktentang

aktivitas,program dankebijakanyangsudah,sedangdanakandilakukan

khususnya dalam pengelolaan anggaran.Transparansidapatdiukur

melaluiempatindikator,yaitu,1)Adanya aksesmasyarakatterhadap

transparansianggaran,2)Adanyaaudityangindependendan efektif,dan

3)Adanyaketerlibatanmasyarakatdalam pembuatankeputusananggaran

(NicoArdianto2007)dalam (Setiyanningrum,2017:39).

3.6.1.2Akuntabilitas

Akuntabilitasadalahkewajibanmempertanggungjawabkan,menjelaskan
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dan memberikan informasiatas segala kebijakan yang telah diambil

khususnya dalam pengelolaan anggaran BUMDes kepada pihak yang

berkepentingan.Akuntabilitasdapatdiukurmelaluilimaindikator,yaitu1)

Prosespembuatankeputusanyangdibuatsecaratertulistersediabagi

stakeholderyangmembutuhkan,setiapkeputusanyangdiambilsudah

memenuhistandaretikadannilai-nilaiyangberlaku,dansesuaidengan

prinsip-prinsip administrasiyang benar,2)Akurasidan kelengkapan

informasiyangberhubungandengancara-caramencapaisasaransuatu

program,3)Kejelasan darisasaran kebijakan yang telah diambildan

dikomunikasikan,4)Penyebarluasaninformasimengenaisuatukeputusan

melaluimediamasaaksespublikpadainformasiatassuatukeputusan

setelah keputusan dibuatdan mekanisme pengaduan masyarakat,5)

Sistem informasimanajemendanamonitoringhasil(Lalolo:2003)dalam

(Setiyanningrum,2017:38).

3.6.2 Variabeldependen

Variabeldependenatauterikatmerupakanvariabelyangdipengaruhiatau

yang menjadiakibat,karena adanya variabelbebas (Sugiyono,2011)

dalam (Sugista,2017:34).Variabelterikat(Y)dalam penelitianiniadalah

pengelolaan anggaran BUMDes.Pengelolaan anggaran merupakan

keseluruhanusahauntukmemperolehanggarandandialokasikansebaik-

baiknyauntukmenunjangsegalaaktivitasBUMDes.Analisispengelolaan

anggaranyangdigunakandalam penelitianiniberbasispadakonsepvalue

formoneyyang diukurdengan tiga indikatorutama yaitu ekonomis,
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efisiensidanefektivitas.

3.7AnalisisData

Teknikanalisisdatayangdigunakandalam penelitianiniadalahanalisis

regresi linier berganda.Regresi linier berganda dilakukan untuk

menghubungkanvariabelterikatdenganvariabelbebasyangadadalam

penelitian ini.Teknik analisis data dalam penelitian inidibantu oleh

aplikasiStatisticalProgram ForSpecialScience(SPSS)untukmelakukan

ujivaliditas,ujireliabilitasdanujiasumsiklasik.

3.7.1 Ujivaliditas

Tujuan daridilakukannya ujivaliditas adalah untuk mengukurtingkat

validitassuatukuisioner.Validitasmerupakankesesuaianantaradatayang

diperoleholehpenelitidengandatayangterjadipadaobjekyangsedang

diteliti.Sehingga,dapatdisimpulkanbahwadatayangvalidadalahdata

yangtidakberubahantaradatayangdilaporkanolehpenelitidengandata

yangsesungguhnyaterjadipadaobjekpenelitian(Sugiyono,2010)dalam

(Ultafiah,2017:55).Pengujianuntukmenentukansignifikanatautidaknya

dilakukandengancaramembandingkannilairhitung(nilaicorrecteditem-

totalcorrelationpadaoutputcroncbachalpha)danrtabel.Jikakoefisien

korelasi(r)bernilaipositifdanlebihbesardarirtabeluntukdf=n-2(n

adalah jumlah sampel).Jika sebaliknya,bernilainegatif,atau positif

namunlebihkecildarirtabel,makabutirpernyataandijadikaninvalid.

3.7.2 Ujireliabilitas

Ujireliabilitas merupakan pengujian yang berkaitan dengan derajat
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konsistensidankestabilanatassebuahhasiltemuan.Jawabanresponden

yangkonsistenatassebuahpernyataanmenjadikansuatukuisionerdapat

dikatakanhandal.Pengujianreliabilitasdilakukanterhadappemyataan-

pemyataan yang sudah valid untuk mengetahuisejauh mana hasil

pengukurantetap konsistenapabiladilakukanpengukuranulang pada

kelompokyangsamadenganalatpengukuryangsamaatausekelompok

data bila dipecah menjadidua menunjukan data yang tidak berbeda

(Sugiyono,2010)dalam (Ultafiah,2017:55).Ghozali(2016)dalam Sugista

(2017:43)menyatakan bahwa suatu konstruk atau variabeldikatakan

reliabeljikamemberikannilaicronbachalpha>0,70.

3.7.3 Ujihipotesis

3.7.3.1Ujisignifikansiparsial(ujit)

Ujit digunakan untuk mengetahuiapakah masing-masing variabel

independensecaraparsialmemilikipengaruhyangsignifikanterhadap

variabeldependen.Untukmengetahuiapakahsetiapvariabelindependen

secaraparsialberpengaruhsignifikanterhadapvariabeldependendengan

α=0,05.Bilapvalue<0,05,berartivariabelindependensecaraparsial

berpengaruhterhadapvariabeldependen.Sebaliknya,bila.Bilapvalue>

0,05,berartivariabelindependen secara parsialtidak berpengaruh

terhadapvariabeldependen.

3.7.3.2Koefisiendeterminasi(AdjustedR-square)

Koefisiendeterminasimenjelaskanvariasipengaruhvariabelindependen

terhadap variabeldependen yang nilainya antara nolatau satu.Nilai
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koefisien determinasidapatdiukurdengan oleh nilaiR-square atau

adjustedR-square.Saatvariabelindependenlebihdarisatu,makayang

digunakanadalahnilaiadjustedR-square.Nilaikoefisiendeterminasiyang

kecil berarti kemampuan kemampuan variabel independen dalam

mempengaruhivariabeldependenakanterbatas.

3.7.3.3Analisisregresilinierberganda

Analisislinierbergandadigunakanolehpeneliti,bilapenelitibermaksud

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabeldependen

(kreterium) bila dua atau lebih variabelindependen sebagaifaktor

prediktordimanipulasi(dinaikturunkannilainya)(Sugiyono,2012)dalam

(Ultafiah,2017:62).Analisis inidilakukan untuk mengetahuiapakah

masing-masing variabelbebas memilikihubungan yang positifatau

negatifdankenaikanataupenurunan.Persamaanregresilinierberganda

yangdigunakanadalahsebagaiberikut:

Y=a+b1X1+b2X2+e

Keterangan:

X1=transparansi

X2=akuntabilitas

Y=pengelolaananggaranBUMDes

a=nilaikonstanta

b=koefisienregresivariabelX

e=erroratauresidual
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BABIV

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

4.1GambaranUmum ObjekPenelitian

Berkaitandenganpemerintahandaerah,makapemahamantentangdesa

tidak bisa terlepas dariperaturan yang terkaitdengan pemerintahan

daerah,yaituyangdiundangkandalam Undang-UndangNo.32Tahun2004.

Dalam undang-undangdesainidisebutsecaradefinitifdankeberadaan

BUMDessudahdiakuiyaknidisebutdalam pasal213:(1)Desadapat

mendirikanbadanusahamilikdesasesuaidengankebutuhandanpotensi

desa.(2) badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat1

berpedoman padaaturan perundang-undangan.(3)badan usahamilik

desasebagaimanayang dimaksud ayat1 dapatmelakukan pinjaman

sesuaiperaturanperundang-undangan.

DengandemikianeksistensiBUMDessebagailembagaekonomi

sudahdiakuisejaktahun2004,namunperaturanperundang-undangan

yangmembahassecararincitentangBUMDesbarutersediapadatahun

2014.

Penelitianinimenganalisistentangtransparansidanakuntabilitas

terhadappengelolaananggaranBUMDes.Objekpenelitianiniterdiridari7

Desa Yang ada dikabupaten Luwu antara lain,Desa Komba,Desa

Lumaring,DesaBilante,DesaLamasiPantai,DesaWiwitanTimur,Desa

JenneMaeja,dan DesaLampuara.Berdasarkan datayang digunakan

diambillangsungdarirespondenmelaluiinstrumenpenelitiankuosioner.
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Metodepenggunaansampelmenggunakanteknikpurposivesampling.

Sampelyangdipiliholehpenelitimerupakandesayangmenyajikandata

yangdigunakandalam penelitian.Sesuaidengankriteriayangditentukan

makaterpilihlahsebanyak7DesaatauBUMDesyangdijadikansampel

dalam penelitianini.

4.1.1 VisidanmisiBUMDes

a.Visi

Mewujudkan kemandirian desa melaluipembangunan ekonomiyang

bermartabatsesuaitatanilaibudayadankelestarianlingkungan.Demi

terwujudnyadesayangberdikari,mandiri,demokrasidansejahtera.

b.Misi

1.Menggalidan mengembangkan potensi-potensiperekonomian desa

dalam upayameningkatkanPendapatanAsliDesa(PAD)danpenciptaan

lapangankerja.

2.Melestarikandan mengembangkanbudayalokalagarmemilikinilai

tambahekonomi.

3.Menjadipeloporpembangunanekonomidesayangberorientasipada

pelestarianlingkunganhidup.

4.Mengembangkan jaringan kemitraan dalam rangka membangun

perekonomiandesaberdasarkanprinsip-prinsipBUMDes.

5.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membanguna

perekonomiandesa.

6.Memberikan pelayanan terbaik terhadap pemenuhan kebutuhan
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ekonomirumahtanggamasyarakatdesa.

7.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan

ekonomidaerahdalam berbasispadapotensidesadanberorientasipada

kearifanlokal.

4.1.2 Strukturorganisasi

StrukturOrganisasiBUMDes

Gambar4.1StrukturOrganisasiBUMDes(BadanUsahaMilikDesa)

4.2DeskripsiStatistik

1 Ujivaliditas

Ujivaliditasmerupakanpengujianyangdilakukanuntuksahatauvalidnya

suatukoesioner,haltersebutdapatdiketahuidenganmembandingkan

nilairhitung (tabelcorrelateditem-totalcorrelation)denganrtabel(tabel

productmoment)dengan signifikansi0.05,suatu penelitian dikatakan

Komisaris

Bendahara

Bidang

Direktur

BidangBidang

Sekretaris

Pengawas
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validapabilarhitung>rtabel.

Hasilrhitungdari9pertanyaan(X1)dan9pertanyaan(X2)dalam

kuesionerpenelitianpadavariabelindependenyaituTransparansi(X1)dan

Akuntabilitas(X2)dinyatakanvalidkarenamemilikinilairhitung>rtabel.

Tabel4.1HasilUjiValiditasAtasInstrumenVariabelIndependen

Variabel
Pertanyaa

n

NilaiR

Hitung

NilaiR

Tabel
NilaiSig.

Keputusa

n

Transparansi

X1.1 0.596 1.70814 0.001 Valid

X1.2 0.816 1.70814 0.000 Valid

X1.3 0.517 1.70814 0.006 Valid

X1.4 0.624 1.70814 0.001 Valid

X1.5 0.664 1.70814 0.000 Valid

X1.6 0.456 1.70814 0.017 Valid

X1.7 0.765 1.70814 0.000 Valid

X1.8 0.788 1.70814 0.000 Valid

X1.9 0.534 1.70814 0.004 Valid

Akuntabilitas X2.1 0.765 1.70814 0.000 Valid

X2.2 0.669 1.70814 0.000 Valid

X2.3 0.824 1.70814 0.000 Valid

X2.4 0.731 1.70814 0.000 Valid

X2.5 0.499 1.70814 0.008 Valid
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X2.6 0.544 1.70814 0.003 Valid

X2.7 0.787 1.70814 0.000 Valid

X2.8 0.628 1.70814 0.000 Valid

X2.9 0.626 1.70814 0.000 Valid

Sumber:DataPrimerYangDiolah,2020

Tabel4.2HasilUjiValiditasAtasInstrumenVariabelDependen

Variabel
Pertanyaa

n

NilaiR

Hitung

NilaiR

Tabel
NilaiSig.

Keputusa

n

Pengelola

an

Anggaran

BUMDes

Y1 0.746 1.70814 0.000 Valid

Y2 0.615 1.70814 0.001 Valid

Y3 0.766 1.70814 0.000 Valid

Y4 0.829 1.70814 0.000 Valid

Y5 0.567 1.70814 0.002 Valid

Y6 0.765 1.70814 0.000 Valid

Y7 0.803 1.70814 0.000 Valid

Y8 0.643 1.70814 0.000 Valid

Y9 0.794 1.70814 0.000 Valid

Sumber:DataPrimerYangDiolah,2020

4.2.2 Ujireliabilitas

Ujireliabilitas digunakan untuk mengujikuesioner penelitian yang

digunakanuntukmemberikandatayangreliabel,datadikatakanreliabel

apabilamendatangkanhasilyangsamapadasetiappengujian.Penelitian

inidilakukan dengan melihathasilstatistic cronbach’s alpha dengan

signifikansi0.6,apabilapengukuraninstrumenpenelitiandiatas0.6maka

dapatdikatakanreliabel,tetapijikadibawahdarinilai0.6makapertanyaan
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tersebutdikatakantidakreliabel.

Tabel4.3HasilUjiReliabilitasVariabelIndependen

Variabel Cronbach’sAlpha NofItems

Transparansi ,813 9

Akuntabilitas ,850 9

Sumber:DataPrimeryangDiolah,2020

Tabel4.3diatasmenunjukkanbahwahasilperhitungancronbach’s

alpha0.813,berdasarkankriteriayangtelahditentukansebelumnyamaka

dapatdisimpulkanbahwapertanyaandalam kuesionerpenelitianuntuk

variabelindependen yaitu Transparansi(X1)dan Akuntabilitas (X2)

dinyatakanreliabelkarenanilaicrobach’salphadiatas0.6.

Tabel4.4HasilUjiReliabilitasVariabelDependen

Cronbach’sAlpha NofItems

,884 9

Sumber:DataPrimerYangDiolah,2020

Tabel4.4diatasmenunjukkanbahwahasilperhitungancronbach’s

alpha,884,berdasarkankriteriayangtelahditentukansebelumnyamaka

dapatdisimpulkanbahwapertanyaandalam kuesionerpenelitianuntuk

variabeldependenyaituPengelolaanAnggaranBUMDes(Y)dinyatakan

reliabel.

4.2.3 Ujihipotesis

4.2.3.1 Ujiparsial(ujit)

Ujitdigunakanuntukmengetahuiapakahvariabelindependensecara

parsialatauindividumemilikipengaruhyangsignifikanterhadapvariabel
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dependen.

Tabel4.5HasilUjiParsial(UjiT)

Coefficientsa

Model

Unstandardize
dCoefficients

Standardiz
ed

Coefficient
s T Sig.

B
Std.
Error

Beta

1

(Constant) 17,035 6,940 2,455 ,022

TRANSPARAN -,180 ,277 -,175 -,650 ,522

AKUNTABILITAS ,732 ,274 ,719 2,671 ,013

a.DependentVariable:PengelolaanAnggaranBumdes

Sumber:DataPrimerYangDiolah,2020

Berdasarkanhasilujitpadatabel4.5diatas,makapengambilan

keputusannyaantaralain:

1.Pengujianterhadapvariabeltransparansi

Hipotesis pertama menyatakan bahwa transparansi tidak memiliki

pengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes. Penelitian ini

menunjukkan bahwa nilaiprobabilitas atau signifikan sebesar0.522,

artinyalebihbesardari0.05.MakaH1ditolak.

2.Pengujianterhadapvariabelakuntabilitas

Hipotesis kedua menyatakan bahwa akuntabilitas memilikipengaruh

terhadap pengelolaan anggaran BUMDes.Penelitian inimenunjukkan

bahwanilaiprobabilitasatausignifikansebesar0.013,artinyalebihkecil

dari0.05.MakaH1diterima.
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4.2.3.2 Ujikoefisiendeterminasi(R2)

PenggunaanR2untukmengujimodelregresiuntukmenunjukkanseberapa

besarvariabelindependenyangdapatmenjelaskanvariabeldependen.

Tabel4.6HasilUjiKoefisienDeterminasi(R2)

ModelSummaryb

Model R
R

Square
Adjusted
RSquare

Std.Errorof
theEstimate

Durbin-
Watson

1 .591
a

,349 ,295 3,68769 1,913

a.Predictors:(Constant),AKUNTABILITAS,TRANSPARAN

b.DependentVariable:PENGELOLAANANGGARANBUMDES

Sumber:OlahDataPrimer,2020

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.6

menunjukkanbahwanilaiR Squaresebesar0.349yangartinyabahwa

variabelindependenyaitutransparansidanakuntabilitasyangdigunakan

dalam modelregresimampu menjelaskan sebesar34,9% terhadap

variabeldependen yaitu pengelolaan anggaran BUMDes dan 65,1%

dipengaruhiolehfaktorlaindiluarmodelregresi.

4.2.4 Analisisregresilinearberganda

Penelitianinimenggunakananalisisregresilinearberganda,karena

penelitianinidilakukanuntukmengetahuipengaruhTransparansi(X1)dan

Akuntabilitas(X2)terhadapPengelolaanAnggaranBUMDes(Y).

Tabel4.7HasilAnalisisRegresiLinearBerganda

Coefficientsa
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Model

Unstandardized
Coefficients

Standardiz
ed

Coefficient
s T Sig.

B
Std.
Error Beta

1 (Constant) 17,035 6,940   2,455 ,022

TRANSPARAN -,180 ,277 -,175 -,650 ,522

AKUNTABILITAS ,732 ,274 ,719 2,671 ,013

a.DependentVariable:PENGELOLAANANGGARANBUMDES

Sumber:OlahDataPrimer,2020

Berdasarkanhasilanalisisregresilinearbergandapadatabel4.7diatas

menunjukkan bahwa nilaikonstanta sebesar17.035 sedangkan nilai

koefisienregresiuntukTransparansi(X1)sebesar-0.180,Akuntabilitas

(X2)sebesar0.732.Sehingganilairegresiyangdiperolehdapatdinyatakan

sebagaiberikut:

Y=17.035+-0.180X1+0.732X2

ApabilavariabellainbernilaikonstanmakanilaiYakanberubah

sebesarnilaikonstantayaitu17.035,apabilavariabellainbernilaikonstan

makanilaiYakanberubahsebesar-0.180setiapsatusatuanX1,dan

apabilavariabellainbernilaikonstanmakanilaiYakanberubahsebesar

0.732setiapsatusatuanX2.Denganpengambilankeputusandalam uji

regresilinearbergandaberdasarkan tabeldiatasmakadiperoleh nilai

signifikanvariabeltransparansi0.522>0.05dannilaisignifikanvariabel

akuntabilitas 0.013<0.05 sehingga dapatdisimpulkan bahwa variabel

transparansitidakberpengaruhterhadappengelolaananggaranBUMDes

danvariabelakuntabilitasberpengaruhterhadappengelolaanBUMDes.
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4.3PembahasandanDiskusiHasilPenelitian

4.3.1 TransparansiterhadappengelolaananggaranBUMDes

Hasilujit variabeltransparansimenunjukkan bahwa tidak terdapat

pengaruh pada variabeltransparansiterhadap pengelolaan anggaran

BUMDes,sehinggahipotesispertamaditolak.Halinimembuktikanbahwa

program BUMDesbelum memenuhikejelasandankelengkapaninformasi,

halinibanyak dikemukakan oleh masyarakatbahwa pengelolah dan

pemerintahdesatidakmemberikaninformasikepadamasyarakattentang

BUMDes.Masyarakattidak diberikan informasiyang jelas mengenai

pengelolaananggaranBUMDesyangmengetahuihanyalahaparatdesa

dan pengurus BUMDes nya saja.Dalam haliniterdapatperbedaan

pendapatyangdisampaikanpemerintahdanpengelolahBUMDesdengan

masyarakat,dimanamenurutpemerintahdesadanpengelolahBUMDes

bahwa proses pengelolaan anggaran BUMDes selalu melibatkan

masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.Namun berbeda

dengan pendapatyang disampaikan oleh masyarakatyang mengaku

bahwasamasekalitidakmengetahuiinformasimengenaipengelolaan

anggaranBUMDes.

Hasilpenelitianinitidaksesuaidenganteoristewardship,dimana

dalam teori stewardship dijelaskan mengenai kepentingan suatu

organisasiyangtidakhanyamementingkansatupihakmelainkansemua

pihak.Penelitianinibertolakbelakangdenganteoriyangdigunakankarena

hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengambilan
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keputusan pengelolaan anggaran BUMDes tidak bersifattransparansi

dalam artian informasiyang disampaikan oleh pemerintah desa dan

pengelolah BUMDes terkait dengan pengelolaan anggaran kepada

masyarakatbaiksecarateknisataupunadministratifbelum cukupbaik

karenamelihatdariprosespengambilankeputusanyangtidakmelibatkan

masyarakat.

Hasilpenelitianinisejalandenganpenelitianyangdilakukanoleh

Pakaya(2019),yangmenunjukkanbahwatransparansitidakberpengaruh

terhadappengelolaananggaranBUMDesartinyapemerintahdesabelum

sepenuhnya melibatkan warganya dalam pengambilan keputusan

terhadappengelolaananggaranBUMDes.Hasilpenelitianlainyangjuga

dilakukanolehTriana(2020)yangmenunjukkanbahwapemerintahdesa

danpengelolahBUMDessangattertutupkepadamasyarakat,dokumen-

dokumenkeuanganmengenaihasilpengelolaanBUMDestidakdisediakan.

Hasilpenelitianlainyangjugasejalandenganpenelitianinidilakukanoleh

Lintong (2020)yang menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDes

belum disajikansesuaidenganstandarsehinggaparapenggunainformasi

tidakdapatmengetahuidenganpastiasetyangdimiliki.Berbedadengan

penelitian yang dilakukan oleh Irawati dan Martin (2018), yang

menunjukkan bahwa praktek dariakuntansiBUMDes sudah bersifat

transparan karena pengelolaan anggaran BUMDes selalu melibatkan

masyarakatdalam setiappengambilankeputusan.
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4.3.2 AkuntabilitasterhadappengelolaananggaranBUMDes

Hasilujitvariabelakuntabilitasmenunjukkanbahwavariabelakuntabilitas

memilikipengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes,Sehingga

hipotesiskeduaditerima.Halinimembuktikanbahwapemerintahdesa

sudah menerapkan aspek akuntabilitas dalam penyampaian laporan

pertanggungjawabanBUMDessesuaidenganperaturan danketentuan

yangberlaku.Akuntabilitasmerupakansuatuhalyangsangatpenting

dilakukan oleh pemerintah desa dan pengelolah BUMDes dalam

pengelolaan anggaran BUMDes.Halinisesuaidengan jawaban yang

diberikan oleh responden yang menjawab setuju pada indikator

akuntabilitasdalam pengelolaananggaranBUMDes,yangmembuktikan

bahwapertanggungjawabanpemerintahdesadanpengelolahBUMDes

baikkepadamasyarakat.Pengelolaan anggaranyang baikmerupakan

pengelolaan yang dapat di pertanggungjawabkan dimulai dari

perencanaanhinggapelaporan.PemerintahdesadanpengelolahBUMDes

telahmengutamakankepentinganmasyarakatdalam prosespengelolaan

anggaranBUMDes

Hasilpenelitianinisesuaidenganteoriyangdikemukakanolehteori

stewardship,dimana dalam teoriinidijelaskan mengenaiseorang

pemimpinyangtidakhanyamemikirkankepentinganpribadinyatetapijuga

memikirkankepentinganbawahannya.Hasilpenelitianinisejalandengan

teoriyang digunakan dimana hasilpenelitian inimenunjukkan bahwa

prosespengambilan keputusan pengelolaan anggaran BUMDessudah
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memenuhiaspekakuntabilitas.Halinidibuktikandengankebijakanyang

diambiloleh pemerintah desa dan pengelolah BUMDes,mampu di

pertanggungjawabkankepadamasyarakat.

Hasilpenelitianinisejalandenganpenelitianyangdilakukanoleh

Rindi (2019),yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh

terhadappengelolaananggaranBUMDesartinyapemerintahdesasudah

menerapkanprinsipakuntabilitasterhadapsegalaaspekkegiatanyang

terjadididalam pelaksanaankegiatanoperasional,baiksecarainternal

maupuneksternal.Hasilpenelitianlainyangjugasejalandilakukanoleh

Pramita (2018)yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh

signifikan terhadap pengelolaan anggaran BUMDes, implementasi

akuntabilitasterhadappengelolaananggaranBUMDessangatdiperlukan.

PenelitianlainyangdilakukanolehSugesti(2019)jugasejalandengan

penelitianiniyangmenunjukkanbahwaakuntabilitasberpengaruhpositif

terhadap pengelolaan anggaran BUMDes,pertanggungjawaban perlu

dilakukanmelaluimediayangselanjutnyadapatdikomunikasikanoleh

pihak internaldan eksternalatau publik secara periodik ataupun tak

terdugasebagaisuatukewajiban.Hasiliniberbedadenganpenelitianyang

dilakukanolehLintong(2020),yangmenunjukkanbahwaakuntabilitas

tidak berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran BUMDes artinya

laporankeuanganBUMDesbelum disajikansesuaidenganstandaryang

berlaku,pemerintahdesabelum menerapkanaspekakuntabilitasdalam

penyampaianlaporanpertanggungjawabanBUMDes.
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BABV

PENUTUP

3.4.3 Kesimpulan

Berdasarkanhasilujianalisisregresidanujihipotesisyangtelahdilakukan

mengenaitransparansidanakuntabilitasterhadappengelolaananggaran

BUMDes,makadapatditarikkesimpulansebagaiberikut:

1.Nilaisignifikanpadavariabeltransparansisebesar0.52lebihbesardari

nilaialpha yaitu 0.05.Halinimenunjukkan bahwa transparansitidak

berpengaruhterhadappengelolaananggaranBUMDes,artinyaH1ditolak.

2.Nilaisignifkanpadavariabelakuntabilitassebesar0.01lebihkecildari

nilai alpha yaitu 0.05. hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas

berpengaruhterhadappengelolaananggaranBUMDes,artinyaH2diterima.

5.2Saran

Beberapasaranyangdiajukansehubungandenganpenelitianiniantara

lain:

1.Diharapkan penelitian selanjutnya menjadikan penelitian inisebagai

salahsatusumberinformasiuntukmengkajilebihdalam lagimengenai

transparansidan akuntabilitas pengelolaan anggaran BUMDes agar

supayapenelitianberikutnyalebihbaikdaripenelitianini.

2.Memperpanjangwaktupenelitianuntuklebihmerasakandampakdari

transparansidanakuntabilitasyangmempengaruhikinerjapengelolaan

anggaranBUMDes.
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